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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi langkah 

penting bagi Indonesia dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. 

Keterbukaan informasi publik tersebut berfungsi sebagai sarana untuk 

meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara serta 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).1 

Keterbukaan informasi publik berlandaskan pada hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Hak Asasi 

Manusia (HAM).2 Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945, setiap 

orang memiliki hak untuk memperoleh informasi guna mengembangkan diri dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, 

dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.3 

Landasan tersebut memberikan jaminan kepada masyarakat atas hak untuk 

memperoleh informasi publik guna mewujudkan dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara serta proses pengambilan 

 
1 Tim Gugus Jaminan Mutu, 2020, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan 

Informasi Publik, Samarinda, Laporan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman 
2 Siti Zubaidah, Tanpa Tahun, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Kepada 

Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Junaidi “Jurnal Ilmu Adminstrasi dan 

Informasi Program Studi Adminitrasi Negara STIA Bala Putra Dewa Palembang, Hlm. 57-70 
3 Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 



2 

 

 
 

kebijakan publik.4 Selain itu, keterbukaan informasi publik juga bertujuan untuk 

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi pada badan publik agar 

terlaksana secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.5 Selain untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, keterbukaan informasi publik 

juga diharapkan mampu menciptakan kehidupan politik yang bersih, beretika, dan 

berorientasi pada kepentingan publik. Di samping itu, keterbukaan informasi 

publik dapat membantu pengelola PPID dalam menyusun daftar informasi publik 

serta menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan.6  

Informasi menjadi kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat dalam 

mendukung pengembangan diri maupun lingkungan sosialnya.7 Informasi publik 

yang dimaksud merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, 

dan diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.8 

Informasi publik yang dimiliki oleh badan publik terbagi ke dalam dua kategori, 

yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi yang 

dikecualikan.9 

 
4 Nunuk Febriananingsih, 2012, Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka 

Menuju Tata Pemerintahan yang Baik, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional 

Volume 1 Nomor 1, Hlm. 135-155 
5 Siti Zubaidah, Op.cit, Hlm. 57-70 
6 Diskominfo.kaltimprov.go.id, 2022, Tujuan UU KIP adalah Meningkatkan Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik, https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/tujuan-uu-kip-

adalah-meningkatkan-pengelolaan-dan-pelayanan-informasi-

publik#:~:text=Jakarta%20%2D%20Salah%20satu%20tujuan%20Undang,publik%20dan%20klasi

fikasi%20informasi%20dikecualikan. Diakses pada tanggal 4 Januari 2023 Pukul 17:40 WIB 
7 Ombudsman.go.id, 2020, Keterbukaan Informasi Publik dan Percepatan Reformasi Birokrasi, 

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--keterbukaan-informasi-publik-dan-percepatan-

reformasi-birokrasi--- diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 
8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 
9 PPID Pelaksana RSJD Dr. RM SOEJARWADI, 2023, Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

http://ppid.rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id/halaman/detail/tentang-keterbukaan-informasi-publik-  

Diakses pada tanggal 4 Januari 2023 Pukul 17:45 WIB 

https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/tujuan-uu-kip-adalah-meningkatkan-pengelolaan-dan-pelayanan-informasi-publik#:~:text=Jakarta%20%2D%20Salah%20satu%20tujuan%20Undang,publik%20dan%20klasifikasi%20informasi%20dikecualikan
https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/tujuan-uu-kip-adalah-meningkatkan-pengelolaan-dan-pelayanan-informasi-publik#:~:text=Jakarta%20%2D%20Salah%20satu%20tujuan%20Undang,publik%20dan%20klasifikasi%20informasi%20dikecualikan
https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/tujuan-uu-kip-adalah-meningkatkan-pengelolaan-dan-pelayanan-informasi-publik#:~:text=Jakarta%20%2D%20Salah%20satu%20tujuan%20Undang,publik%20dan%20klasifikasi%20informasi%20dikecualikan
https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/tujuan-uu-kip-adalah-meningkatkan-pengelolaan-dan-pelayanan-informasi-publik#:~:text=Jakarta%20%2D%20Salah%20satu%20tujuan%20Undang,publik%20dan%20klasifikasi%20informasi%20dikecualikan
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--keterbukaan-informasi-publik-dan-percepatan-reformasi-birokrasi---
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--keterbukaan-informasi-publik-dan-percepatan-reformasi-birokrasi---
http://ppid.rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id/halaman/detail/tentang-keterbukaan-informasi-publik-


3 

 

 
 

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya dalam 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara, memaksimalkan fungsi dan 

kinerja badan publik, serta memastikan setiap kebijakan dan kegiatan yang 

berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan baik.10 

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya dapat diwujudkan 

oleh badan publik. Salah satu tantangan utama yang dihadapi ialah ketersediaan 

informasi sebagai dasar dalam pelayanan publik, karena informasi yang diminta 

masyarakat sering kali belum terdokumentasi dengan baik, masih bersifat parsial, 

bahkan ada yang tidak layak untuk disajikan. Kondisi tersebut menyebabkan 

kemampuan badan publik dalam memberikan pelayanan informasi menjadi 

kurang optimal dan rentan menimbulkan pengaduan keberatan maupun sengketa 

dari pemohon informasi publik.11 

Keterbukaan informasi publik bermanfaat bagi badan publik karena 

mampu meningkatkan citra positif badan publik apabila penyelenggaraan 

pemerintahan dilaksanakan dengan transparansi, jujur dan bebas dari KKN.12 

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia masih menghadapi 

berbagai kendala, terutama terkait keseriusan badan publik dalam 

menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Selain itu, masih terdapat 

informasi publik yang sulit diakses oleh masyarakat13, Penerapan keterbukaan 

 
10 Suwandi Sumartias, 2016, Dinamika Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta: Balai Pustaka, 

Hlm. VIII 
11 Kemenag.go.id, 2021, Mengenal Keterbukaan Informasi Publik (#2): Mengelola Stakeholder, 

https://kemenag.go.id/read/mengenal-keterbukaan-informasi-publik-2-mengelola-stakeholder-

egovv diakses pada tanggal 4 Januari 2023 Pukul 16:02 WIB 
12 Babelprov.go.id, artikel: Dampak Positif dan Negatif UU KIP bagi Pemerintah dan Masyarakat, 

https://babelprov.go.id/artikel_detil/dampak-positif-dan-negatif-uu-kip-bagi-pemerintah-dan-

masyarakat diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 
13 Nunuk Febriananingsih, 2012, Op.cit, Hlm. 135-155 

https://kemenag.go.id/read/mengenal-keterbukaan-informasi-publik-2-mengelola-stakeholder-egovv
https://kemenag.go.id/read/mengenal-keterbukaan-informasi-publik-2-mengelola-stakeholder-egovv
https://babelprov.go.id/artikel_detil/dampak-positif-dan-negatif-uu-kip-bagi-pemerintah-dan-masyarakat
https://babelprov.go.id/artikel_detil/dampak-positif-dan-negatif-uu-kip-bagi-pemerintah-dan-masyarakat
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informasi publik oleh badan publik masih belum dilaksanakan secara optimal. 

Meskipun peraturan daerah mengenai transparansi dan keterbukaan informasi 

publik telah disahkan, pelaksanaannya pada masing-masing unit kerja belum 

berjalan dengan baik. Selain itu, masih terdapat badan publik yang belum 

melakukan klasifikasi terhadap informasi publik yang dimilikinya dan cenderung 

menetapkan informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan sehingga 

kerahasiaannya tetap dijaga.14 

Pada sisi lainnya, adanya keterbukaan informasi publik mengharuskan 

badan publik untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat 

serta menyediakan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan badan 

publik, selain informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.15 

Akses masyarakat terhadap informasi publik masih menghadapi berbagai 

hambatan, mulai dari kurangnya keterbukaan birokrasi kepada masyarakat, 

penggunaan alasan rahasia negara, hingga prosedur birokrasi yang panjang dan 

rumit dalam memperoleh informasi publik. Selain itu, kendala yang paling sering 

dialami masyarakat adalah tidak adanya kepastian maupun perlindungan hukum 

ketika informasi yang diminta tidak diberikan. Apabila permohonan informasi 

dari masyarakat ditolak oleh badan publik, masyarakat sering kali tidak memiliki 

jaminan hukum yang kuat untuk memperjuangkan haknya dalam memperoleh 

informasi tersebut.16 Konsekuensinya ketidakpercayaan masyarakat pada badan 

publik. 

 
14 Suwandi Sumartias, Op.cit, Hlm. X 
15 Dhoho A. Sastro, Dkk, 2010, Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, 

Jakarta: LBHM, Hlm. 20 
16 Dhoho A. Sastro, Dkk, Ibid. Hlm 33 
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Permasalahan lain dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah 

masih kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi 

Publik kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan rendahnya pemahaman 

masyarakat terhadap maksud dan tujuan keterbukaan informasi publik, sehingga 

masyarakat belum mampu membedakan informasi yang dapat diminta dan 

informasi yang tidak dapat diakses.17 Permasalahan pemahaman tidak hanya pada 

masyarakat tetapi juga pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID). 

Paradigma pemerintahan yang tertutup terhadap informasi publik dapat 

menimbulkan permasalahan serius karena menyebabkan fungsi pengawasan 

masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi badan publik tidak berjalan 

secara optimal. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan potensi terjadinya 

penyimpangan dalam penyelenggaraan badan publik.18 Adanya keterbukaan 

informasi publik sering kali dianggap sebagai tantangan tersendiri bagi pejabat 

badan publik. Sebagian pejabat menilai bahwa keterbukaan informasi menambah 

beban dalam pelaksanaan tugas pokok mereka, sementara sebagian lainnya 

khawatir bahwa pemberian akses informasi secara luas dapat mengganggu 

jalannya penyelenggaraan kegiatan dan tugas pemerintahan.19 

 
17 Edwin Nurdjansyah, Keterbukaan Informasi Publik sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi 

Bagi Masyarakat, Jurnal Bhineka Tunggal Ika, Volume 3 Nomor 2 November 2016, Hlm.147-151 
18 Samsul Arifin, 2016. Kajian Penyelenggaraan Kebijakan Informasi Publik (Studi Evaluasi 

Program Diseminasi Informasi di Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan Tahun 2012-2015), 

Program Magister Media dan Komunikas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Airlangga, Surabaya, Hlm.  
19 Kuncoro, Galih Pambayun, Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik 

Pada Bada Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jurnal Politik Pemerintahan 

Volume 10 No 1, 2017, Hal. 97-108 
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Masih banyak masyarakat sebagai pemohon informasi publik yang 

menyampaikan laporan terkait pelayanan informasi publik. Jumlah laporan yang 

diterima tercatat sebanyak 196 laporan pada tahun 2018, meningkat menjadi 223 

laporan pada tahun 2019, dan sebanyak 74 laporan pada tahun 2020. Berbagai 

laporan tersebut berkaitan dengan dugaan maladministrasi, tidak diberikannya 

pelayanan informasi, penundaan layanan, hingga adanya perlakuan diskriminatif 

akibat keterbatasan informasi layanan bagi masyarakat. Kondisi tersebut 

menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap 

layanan publik.20  

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat masih belum 

menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang pada tahun 2012, 2013, dan 2014 

terhadap 19 website pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat serta website 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tidak ditemukan satu pun website yang 

menyajikan informasi terkini terkait APBD kabupaten/kota maupun APBD 

Provinsi tahun 2014 sebagai indikator penilaian. Namun sejak saat itu, secara 

umum praktik keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat telah beralih dari 

fase minim transparansi digital pada medio 2012–2014 menuju fase 

institusionalisasi awal melalui PPID dan digitalisasi layanan. Akan tetapi, 

transformasi ini masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif, 

 
20 Ombudsman.go.id, Op.cit 
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karena problem utama kini bergeser pada lemahnya regulasi turunan, kapasitas 

kelembagaan, serta ketimpangan implementasi antar badan publik.21  

Setiap badan publik wajib menerapkan keterbukaan informasi publik 

dengan mengelola informasi yang dimiliki secara optimal serta memberikan 

pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai pemohon informasi publik,22 

Salah satu badan publik yang termasuk dalam kategori organisasi perangkat 

daerah di Provinsi Sumatera Barat dan memiliki peran penting dalam penyebaran 

informasi kepada masyarakat adalah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan, dan pelayanan informasi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar 

keterbukaan informasi publik pada PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Barat. 

Penelitian mengenai keterbukaan informasi publik menarik bagi peneliti 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Henri Ihsan Anugrah, Resky Ananda Putri, 

L.M Azhar Sa’ban. Berdasarkan beberapa penelitian mengenai keterbukaan 

informasi publik, pelaksanaannya diketahui masih belum berjalan secara optimal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Henri Ihsan Anugrah (2020) menjelaskan bahwa 

implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Cileunyi, 

 
21 LBH Pers Padang, http://lbhperspadang.org/informasi-publik-hak-warga-negara-yang-belum-

maksimalpemanfaatannya/ diakses pada tanggal 19 Januari 2023 Pukul 19:05 WIB 
22 Jdih.ntbprov.go.id, Naskah Akademik Keterbukaan Informasi Publik, 

https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/NA%20KIP%20SOFWAN.pdf diakses pada tanggal 4 

Januari 19:36 WIB 

http://lbhperspadang.org/informasi-publik-hak-warga-negara-yang-belum-maksimalpemanfaatannya/
http://lbhperspadang.org/informasi-publik-hak-warga-negara-yang-belum-maksimalpemanfaatannya/
https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/NA%20KIP%20SOFWAN.pdf
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Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat belum terlaksana secara efektif 

sehingga tujuan keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya tercapai.23 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Resky Ananda Putri (2021) juga 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada 

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Jeneponto belum 

berjalan secara optimal karena penyebaran informasi melalui media massa masih 

kurang maksimal.24 Sementara itu, penelitian L.M. Azhar Sa’ban (2022) 

membahas mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui website 

Pemerintah Kota Baubau.25 

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan 

informasi publik pada berbagai badan publik masih belum berjalan secara optimal 

dan masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penerapannya. Oleh karena 

itu, penelitian ini difokuskan pada keterbukaan informasi publik, khususnya 

mengenai analisis penerapan standar keterbukaan informasi publik pada PPID 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Penelitian terkait keterbukaan 

informasi publik pada PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat penting 

dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya berhenti pada 

aspek administratif, tetapi juga terlaksana secara substantif dalam menjamin akses 

 
23 Henri Ihsan Anugrah, 2020, Implementasi Kebijkan Keterbukaan Informasi Publik pada 

Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Jurnal Ilmiah Administrasi 

Pemerintahan Daerah Volume XII, Edisi Spesial (2), Hlm. 51-64 
24 Resky Ananda Putri, 2021, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus 

Komunikasi Informatika dan Statistik) Kabupaten Jeneponto, Skripsi Program Studi Administrasi 

Publik, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Hasanuddin Makasar. 
25 L.M Azhar Sa’ban, 2022, Keterbukaan Informasi Publik dalam Website Pemerintah Kota 

Baubau, JISIP: Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 11 No. 1. Hlm. 48-57 
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informasi yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Tanpa adanya penelitian 

tersebut, keterbukaan informasi publik berisiko hanya menjadi formalitas semata 

yang dapat berdampak pada lemahnya akuntabilitas lembaga, terbatasnya 

partisipasi masyarakat, serta terbukanya peluang terjadinya penyalahgunaan 

kekuasaan dan kebijakan yang kurang responsif terhadap kepentingan publik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan penting dalam 

mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera 

Barat. Peran tersebut tidak hanya terlihat melalui pelaksanaan tugas dan fungsi 

dalam menunjang kinerja DPRD, tetapi juga melalui upaya mewujudkan 

pembangunan nonfisik, salah satunya dengan penerapan keterbukaan informasi 

publik oleh PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Keberhasilan 

pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, melainkan juga pada 

terciptanya transparansi serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat. 

Sebagai badan publik, PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat 

memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dan 

menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan pembangunan serta 

aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PPID berfungsi sebagai pengelola 

layanan informasi publik yang mencakup kegiatan penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan pemberian layanan informasi kepada 

masyarakat. Peran tersebut menjadikan PPID Sekretariat DPRD Provinsi 
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Sumateira Barat seibagai salah satu ujung toimbak dalam peilaksanaan keiteirbukaan 

infoirmasi publik di lingkungan Peimeirintah Proivinsi Sumateira Barat.  

Koimitmein dalam meineirapkan keiteirbukaan infoirmasi publik teirlihat dari 

capaian PPID Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira Barat yang beirhasil 

meimpeiroileih preidikat teirbaik pada kateigoiri Oirganisasi Peirangkat Daeirah (OiPD) 

di Sumateira Barat. Peinilaian teirseibut dipeiroileih meilalui keigiatan moinitoiring dan 

eivaluasi keiteirbukaan infoirmasi publik yang diseileinggarakan oileih Koimisi 

Infoirmasi pada tahun 2019–2022. 

Tabel 1.1 Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik PPID Sekretariat 

DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019-2022 

OiPD 2019 2020 2021 2022 

Seikreitariat DPRD 

Proivinsi Sumateira Barat 

II 

(dari 13 Badan 

Publik) 

II 

(dari 16 Badan 

Publik) 

I 

(dari 18 

Badan 

Publik) 

I 

(dari 24 Badan 

Publik) 

Preidikat Meinuju 

Infoirmatif 

Infoirmatif Infoirmatif Infoirmatif 

Sumbeir: Koimisi Infoirmasi Sumbar, 2023 

Tabeil di atas meinunjukkan bahwa PPID Seikreitariat DPRD Proivinsi 

Sumateira Barat meimpeiroileih peinghargaan peiringkat II deingan preidikat “Meinuju 

Infoirmatif” dari Koimisi Infoirmasi Sumateira Barat pada tahun 2019. Meiskipun 

deimikian, PPID Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira Barat teirus meilakukan 

beirbagai upaya peirbaikan dalam peilaksanaan keiteirbukaan infoirmasi publik guna 

meiningkatkan kualitas peilayanan infoirmasi. Peirbaikan teirseibut dilakukan meilalui 

peinataan dan peingeimbangan tampilan maupun kointein weibsitei seirta peimbeinahan 

beirbagai sisteim infoirmasi, seihingga badan publik teirseibut dapat meinjadi leimbaga 
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yang leibih teirbuka, infoirmatif, dan mudah diakseis oileih seiluruh lapisan 

masyarakat. 26 

Pada tahun 2020, PPID Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira Barat 

meingalami peiningkatan dalam peilaksanaan keiteirbukaan infoirmasi publik deingan 

beirhasil meiraih peiringkat II seirta meimpeiroileih preidikat “Infoirmatif”.27 Pada tahun 

beirikutnya, PPID Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira Barat beirhasil 

meiningkatkan peincapaiannya deingan meiraih peiringkat I dan meimpeiroileih 

preidikat “Infoirmatif” dalam Anugeirah Keiteirbukaan Infoirmasi Publik yang 

diseileinggarakan oileih Koimisi Infoirmasi Sumateira Barat tahun 2021.28 

Seilanjutnya, PPID Seikreitariat Deiwan Peirwakilan Rakyat Daeirah (DPRD) 

Proivinsi Sumateira Barat keimbali beirhasil meiraih peiringkat I deingan preidikat 

“Infoirmatif” dalam Anugeirah Keiteirbukaan Infoirmasi Publik (AKIP) tahun 

2022.29 Hal ini meinjadi dasar keiteirtarikan peineiliti untuk meineilaah peineirapan 

keiteirbukaan infoirmasi publik pada PPID Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira 

Barat, meingingat instansi teirseibut mampu meimpeirtahankan preidikat “Infoirmatif” 

seilama tiga tahun seicara beirturut-turut. Capaian teirseibut meinunjukkan 

keibeirhasilan PPID Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira Barat dalam 

meinjalankan keiteirbukaan infoirmasi publik, seihingga hal ini meinjadi oibjeik yang 

akan dikaji leibih lanjut dalam peineilitian ini.  

 
26 Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2019 
27 Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2020 
28 Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2021 
29 Tribunsumbar.com, 2023, Sekretariat DPRD Informatif dan Meraih Peringkat 1 Raflis Terima 

AMP, Lihat: https://www.tribunsumbar.com/sekretariat-dprd-sumbar-informatif-dan-meraih-

peringkat-1-raflis-terima-amp diakses pada tanggal 17 Januari 2023 Pukul 15:34 WIB  

https://www.tribunsumbar.com/sekretariat-dprd-sumbar-informatif-dan-meraih-peringkat-1-raflis-terima-amp
https://www.tribunsumbar.com/sekretariat-dprd-sumbar-informatif-dan-meraih-peringkat-1-raflis-terima-amp
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PPID Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira Barat meinjadi salah satu badan 

publik yang meindapat peirhatian dalam hal peimeinuhan akseis infoirmasi bagi 

masyarakat. Teirkait deingan peirmintaan infoirmasi, tahun 2021 PPID Peilaksana 

Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira Barat meineirima 6 peirmoihoinan infoirmasi 

publik dan seiluruhnya dipeinuhi tanpa peinoilakan, yang meinunjukkan koimitmein 

seirius dalam meiwujudkan keiteirbukaan infoirmasi publik.  

Pada keinyataannya, peilaksanaan standar keiteirbukaan infoirmasi publik di 

PPID Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira Barat masih meinghadapi beirbagai 

keindala. Salah satu peirsoialan utama beirkaitan deingan keiwajiban badan publik 

dalam meineitapkan Peijabat Peingeiloila Infoirmasi dan Doikumeintasi (PPID). 

Peineitapan PPID meinjadi tahapan peinting dalam upaya peinyeileinggaraan 

keiteirbukaan infoirmasi publik, teirmasuk di lingkungan Seikreitariat DPRD Proivinsi 

Sumateira Barat. Keihadiran PPID diharapkan mampu meindukung peilayanan 

infoirmasi keipada masyarakat seicara eifeiktif meilalui proiseis yang ceipat, mudah, 

dan seideirhana. Akan teitapi, impleimeintasinya beilum beirjalan oiptimal kareina tidak 

teirseidia sumbeir daya manusia yang seicara khusus beirtanggung jawab meinangani 

PPID Peilaksana. Akibatnya, para peijabat dan peitugas yang teirlibat harus 

meinjalankan tugas ganda di samping tanggung jawab utama meireika yang sudah 

cukup banyak.30  

Peirmasalahan lainnya teirlihat pada struktur PPID Peilaksana di Seikreitariat 

DPRD Proivinsi Sumateira Barat yang meiskipun teilah dibeintuk, peilaksanaan 

fungsi dari masing-masing bagian beilum beirjalan seicara maksimal. Seilain itu, 

 
30 Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2021. 
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seibagian peitugas PPID Peilaksana juga masih beilum meimahami seicara 

meinyeiluruh tugas seirta fungsi yang harus dijalankan dalam peingeiloilaan 

peilayanan infoirmasi publik. Peimahaman Undang-Undang KIP pada lingkup 

inteirnal PPID sangat peinting dalam peimbeirian layanan keiteirbukaan infoirmasi 

publik yang leibih oiptimal.31 Dalam Peiraturan Koimisi Infoirmasi Noimoir 1 Tahun 

2021 juga dijabarkan teirkait peineitapan standar proiseidur peirmoihoinan infoirmasi 

publik, Akan teitapi, di Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira Barat diteimukan 

koindisi bahwa proiseidur peirmoihoinan infoirmasi publik masih dipeirlakukan sama 

seipeirti meikanismei surat masuk biasa. Keiadaan teirseibut meinyeibabkan proiseis 

peilayanan infoirmasi meinjadi leibih lambat kareina harus meilalui tahapan dispoisisi 

teirleibih dahulu. 

Seilain itu juga teirdapat peinyeidiaan sarana dan prasarana layanan 

infoirmasi publik yang meingalami proibleimatika dalam peinggunaan papan 

peingumuman yang kurang dimaksimalkan, peimanfaatan weibsitei seibagai 

publikasi infoirmasi publik sudah meimuat lima jeinis infoirmasi dasar yang wajib 

diseidiakan oileih badan publik, meiliputi proifil badan publik, proigram dan keigiatan, 

infoirmasi keiuangan, peiraturan atau keibijakan yang beirdampak bagi masyarakat, 

seirta akseis teirhadap infoirmasi publik. Namun, dalam peilaksanaannya di PPID 

Peilaksana Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira Barat masih diteimukan keindala, 

khususnya pada peingeiloilaan weibsitei. Peirmasalahan jaringan inteirneit yang seiring 

meingalami gangguan meinyeibabkan admin keisulitan meilakukan peimbaruan 

infoirmasi pada weibsitei PPID Peilaksana. Koindisi teirseibut juga meinghambat 

 
31 Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2021 
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peingeimbangan weibsitei seibagai sarana infoirmasi dan sumbeir rujukan utama bagi 

masyarakat yang meingajukan peirmoihoinan infoirmasi publik. Situasi ini 

meinunjukkan bahwa peineirapan standar keiteirbukaan infoirmasi publik di PPID 

Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira Barat masih peirlu dioiptimalkan. 

Dalam peingeimbangan sisteim infoirmasi dan doikumeintasi PPID Seikreitariat 

DPRD Proivinsi Sumateira Barat meiluncurkan aplikasi K UBEi (Kumpulan Beirita) 

dan ASIK (Aspirasi Publik) seibagai beintuk inoivasi seikreitariat untuk meinunjang 

kineirja keideiwanan yang meimasuki eira digitalisasi, keidua aplikasi ini sudah 

diluncurkan tahun 2021,32 namun tidak dikeitahui oileih masyarakat Proivinsi 

Sumateira Barat. 

PPID Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira Barat meinunjukkan 

keibeirhasilan dalam peineirapan keiteirbukaan infoirmasi publik deingan meiraih 

peinghargaan preidikat infoirmatif seilama tiga tahun beirturut-turut, seibuah 

peincapaian yang beilum teintu dapat dipeiroileih oileih badan publik lainnya. 

Anggapan bahwa Peiraturan Koimisi Infoirmasi Noimoir 1 Tahun 2021 teintang 

Standar Layanan Infoirmasi Publik teilah diimpleimeintasikan di lingkungan PPID 

Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira Barat didasarkan pada beibeirapa 

peirtimbangan. Salah satunya adalah keibeirhasilan meimpeiroileih preidikat infoirmatif 

yang meinceirminkan teirpeinuhinya beirbagai indikatoir standar layanan infoirmasi 

seibagaimana diteitapkan oileih Koimisi Infoirmasi. Keidua, tidak adanya peinoilakan 

teirhadap peirmoihoinan infoirmasi pada 2021, meingindikasikan proiseidur peilayanan 

infoirmasi teilah beirjalan seisuai prinsip.  

 
32 Dprd.sumbarprov.go.id, Sekretariat DPRD Sumbar Luncurkan Aplikasi KUBE dan Asik pada 

Hari Jadi Provinsi, Lihat : https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/1447 diakses pada tanggal 

14 Februari 2023 Pukul 19:07 WIB  

https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/1447
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Seilanjutnya, keibeiradaan dan fungsi aktif PPID seibagai institusi peilayanan 

infoirmasi meinunjukkan bahwa seicara keileimbagaan standar teirseibut teilah 

diadoipsi. Deingan adanya peirkeimbangan keiteirbukaan infoirmasi publik seirta 

capaian peinghargaan yang diraih PPID Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira 

Barat, peineiliti beirasumsi bahwa masih teirdapat peirmasalahan pada aspeik 

oirganisasi. Peirmasalahan teirseibut teirutama beirkaitan deingan keiteirbatasan sumbeir 

daya manusia yang meinangani fungsi PPID. Dalam praktiknya, peirsoineil PPID 

masih meirangkap tugas lain di lingkungan Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira 

Barat, di luar tanggung jawab utama dalam peingeiloilaan keiteirbukaan infoirmasi 

publik. Koindisi ini beirpoiteinsi meinyeibabkan kurangnya foikus seirta reindahnya 

prioiritas teirhadap peilaksanaan layanan infoirmasi publik seicara oiptimal. 

Peineilitian ini meinganalisis peineirapan standar keiteirbukaan infoirmasi 

publik pada PPID Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira Barat deingan beirpeidoiman 

pada Peiraturan Koimisi Infoirmasi Noimoir 1 Tahun 2021 seibagai dasar peingaturan 

standar layanan infoirmasi publik. Beirdasarkan seijumlah indikatoir keibeirhasilan 

badan publik dalam meiwujudkan keiteirbukaan infoirmasi publik seibagaimana 

diatur dalam peiraturan teirseibut, aspeik seipeirti proiseidur peirmoihoinan infoirmasi 

publik, peingumuman layanan infoirmasi, seirta peingeimbangan sisteim infoirmasi 

dan doikumeintasi peirlu diteilaah leibih meindalam. Peingkajian teirseibut peinting 

untuk meingeitahui apakah impleimeintasi standar yang dilakukan teilah beirjalan 

seicara substantif seisuai keiteintuan yang beirlaku, atau masih teirbatas pada 

peimeinuhan administratif dan foirmalitas seimata. 
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Peineilitian ini meinarik untuk dilakukan kareina Seikreitariat DPRD Proivinsi 

Sumateira Barat dinilai beirhasil dalam meineirapkan keiteirbukaan infoirmasi publik, 

yang dibuktikan meilalui capaian pada Anugeirah Keiteirbukaan Infoirmasi Publik. 

Keibeirhasilan teirseibut dapat meinjadi inspirasi seikaligus meindoiroing leimbaga dan 

instansi lain untuk turut meindukung keiteirbukaan infoirmasi publik seisuai deingan 

amanat Undang-Undang Noimoir 14 Tahun 2008 seirta Peiraturan Koimisi Infoirmasi 

Noimoir 1 Tahun 2021. 

 Peineilitian ini beirfoikus pada analisis peineirapan standar keiteirbukaan 

infoirmasi publik di PPID Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira Barat seirta 

meingkaji faktoir-faktoir yang meindukung keibeirhasilan impleimeintasinya. 

Meiskipun deimikian, peilaksanaan keiteirbukaan infoirmasi publik di instansi 

teirseibut masih meinghadapi seijumlah keiteirbatasan, teirutama teirkait kapasitas 

sumbeir daya manusia yang masih meirangkap tugas lain di lingkungan Seikreitariat 

DPRD Proivinsi Sumateira Barat dan beilum adanya teinaga yang meimiliki keiahlian 

khusus di bidang keiteirbukaan infoirmasi publik. Beirdasarkan uraian latar beilakang 

teirseibut, rumusan masalah dalam peineilitian ini adalah bagaimana impleimeintasi 

standar keiteirbukaan infoirmasi publik pada PPID Seikreitariat DPRD Proivinsi 

Sumateira Barat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Beirdasarkan latar beilakang seirta rumusan masalah yang teilah dipaparkan, 

peineilitian ini beirtujuan untuk meinganalisis seicara meindalam peineirapan standar 

keiteirbukaan infoirmasi publik pada PPID Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira 

Barat. Analisis dilakukan deingan meinggunakan teioiri impleimeintasi keibijakan dari 
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Charleis Oi. Joineis yang meinitikbeiratkan pada tiga indikatoir utama, yaitu 

oirganisasi, inteirpreitasi, dan aplikasi atau peineirapan. Meilalui indikatoir oirganisasi, 

peineilitian ini akan meineilaah aspeik keileimbagaan seirta keiteirseidiaan sumbeir daya 

peindukung dalam peilaksanaan keiteirbukaan infoirmasi publik.  

Seilanjutnya, meilalui indikatoir inteirpreitasi peineilitian ini akan meineilaah 

bagaimana peimahaman dan peinafsiran teirhadap reigulasi keiteirbukaan infoirmasi 

diteirjeimahkan oileih peilaksana keibijakan. Adapun pada indikatoir aplikasi, 

peineilitian ini akan meinganalisis seijauh mana standar keiteirbukaan infoirmasi 

publik diimpleimeintasikan dalam praktik peilayanan infoirmasi keipada masyarakat. 

Deingan deimikian, peineilitian ini diharapkan mampu meimbeirikan gambaran yang 

meinyeiluruh meingeinai tingkat eifeiktivitas impleimeintasi keibijakan keiteirbukaan 

infoirmasi publik di lingkungan Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira Barat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Peineilitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan kointribusi peimikiran 

seirta meinambah wawasan peinulis maupun peimbaca meingeinai analisis peineirapan 

standar keiteirbukaan infoirmasi publik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Seicara praktis, peineilitian ini diharapkan dapat meinjadi reifeireinsi seirta 

sumbeir acuan bagi peineilitian seilanjutnya yang beirkaitan deingan analisis 

peineirapan standar keiteirbukaan infoirmasi publik. Seilain itu, peineilitian ini 

diharapkan mampu meimbeirikan sumbangan peimikiran dan bahan peirtimbangan 
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dalam peirumusan keibijakan guna meindukung peilaksanaan keiteirbukaan infoirmasi 

publik pada PPID Seikreitariat DPRD Proivinsi Sumateira Barat. Peineilitian ini juga 

beirtujuan untuk meiningkatkan peimahaman masyarakat Proivinsi Sumateira Barat 

meingeinai keiteirbukaan infoirmasi publik, teirmasuk proiseidur dalam meingajukan 

peirmoihoinan infoirmasi publik. 

 

 

 

 

 

 

 

  


